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ABSTRAK

Bellina Kusuma Ayu Y. [E0006094. 2010. KAJIAN YURIDIS
PENGANGKATAN ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN MENURUT
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 2 TAHUN 2009
TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN
PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN. Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertUJuan untuk mengetahm pengaturan pelaksanaan
mengenai pengangkatan lanpa akia,.k h|ran menurut Surat Edaran

Mahkamah Agung (SE ang Kewajiban Melengkapi
Permohonan Pengang ran dan mengetahui akibat
hukumnya apabll akia kelahiran atau tidak

] “pene huk iris atau socio-legal
. 4 s ..\ - : e I |, H 1

research bersifat desk¥ipt e | concreto sesuai atau

ki 2 ehai Jan ' anak tanpa akta

and | erbagalcam cara (wawancara dan

interaktif, yaitu'y
alu@eglata | yaitu reduksi data,

dokumen), kemudi
penyajian data damn ;
Berdasarkan dihasilkan simpulan,

gkatan anak tanpa akta

Kelahiran, yaitu dengan surat keteranan darl pihak kepolisian, maka orang yang
menemukan bayi tanpa asal usul yang jelas dapat mengajukan permohonan
pencatatan ke Kantor Catatan Sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Setelah
diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh
oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak
ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.
Kedua, akibat hukum apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran
atau tidak mempunyai akta kelahiran yaitu, mengenai status hukum, kedudukan
anak dan orang tua, hubungan orang tua dan anak, serta warisan.

Kata kunci : pengangkatan anak, akta kelahiran, pelaksanaan, akibat hukum



ABSTRACT

Bellina Kusuma Ayu Y., E0006094. 2010. A JURIDICAL ANALYSIS ON
NON-BIRTH CERTIFICATED CHILD ADOPTION ACCORDING TO
THE SUPREME COURT CIRCULATORY (SEMA) NO. 2 YEAR OF 2009
ON THE REQUIREMENT TO COMPLETE CHILD ADOPTION
APPLICATION WITH BIRTH CERTIFICATE. Law Faculty of Sebelas
Maret University.

iptive in nature, in
Opriate or not the

| search, conclusion can be

N non-birth certificated child
StpremeCourtCirculatory (SEMA) No. 2 Year of 2009
about the obligation to comp te ne ch adoptlon application with birth
certificate, that is with a letter of notification from police department, the those
who found a child with no clear origin can apply an registration application to the
Civil Registrar Office for the birth certificate to be published. After the Excerpt of
Birth Certificate had published, then the next step required by the candidate of
parents is to apply a child adoption application to District Court surrounding the
applicant’s domicile. Secondly, the legal consequence if the child being adopted
have no birth acknowledgement or have no birth certificate, that is on the law
status, the position of child and the parents, the relation of parents and child, and
also the legacy.

Keywords: Child adoption, birth certificate, implementation, legal consequence.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea
empat dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah

untuk mencerdaskan bangsa, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang

kehidupan masykat yan f/ Pancasila. Dalam rangka
'awa ers iperlukantsuatu penyelenggaraan

mendukung perkembangannya, serta mendapatkan perawatan yang baik. Hal

tersebut dimaksudkan agar seorang anak nantinya dapat tumbuh berkembang

dengan optimal sehingga bisa berguna bagi bangsa dan negara.

Setiap manusia berkeinginan meneruskan keturunan dengan melakukan
pernikahan, karena itu yang merupakan suatu naluri dari tiap-tiap individu.
Adanya pernikahan tersebut terjalinlah suatu ikatan suami isteri yang pada
nantinya terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya. Kehadiran anak
tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis, tetapi
juga merupakan keinginan dari naluri setiap manusia. Keinginan mempunyai
anak tersebut terbentur pada takdir Illahi, di mana kehendak mempunyai anak

terkadang tidak tercapai.



Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974). Kebahagian dan kelangsungan hidup suatu rumah
tangga tidak hanya ditentukan dari segi kekayaan / harta benda secara material

yang dimiliki suatu keluarga, tetapi ditentukan pula dari segi non material

seperti halnya anake*Fak 5 ini menentu kelangsungan hidup suatu

dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan

perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-
beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak
oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, selain itu untuk
memberikan kesejahteraan hidup bagi anak. Adanya harapan atau kepercayaan
akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”,
masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah
dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada,
sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim,

dan sebagainya.



Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara
rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Konsideran undang-undang itu
mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34,
yang menyatakan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

Negara”. Dengan demikian apabila Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

ak mendapatkan perawatan
: menjadi anak-anak yang
dak memiliki masa depan jika tidak

memiliki disfungsi sosial atall bahkar
segera ditangani dengan baik. Anak-anak tersebut harus mendapatkan
penanganan sehingga dapat tumbuh berkembang seperti layaknya anak normal

yang diasuh oleh orang tua kandung.

Kasus mengenai bayi yang dibuang, saat ini jumlahnya mengalami
banyak sekali peningkatan. Seperti halnya terjadi, bayi perempuan yang telah
jadi mayat ditemukan di toilet wanita lantai 2 Mega Mall Bekasi pada Minggu
(8/2/2009). Bayi tersebut ditemukan petugas kebersihan dalam keadaan masih
berlumuran darah. Kriminolog Adrianus Meliala menilai hal ini bukan hanya
sebagai masalah kriminalitas saja, namun juga sebagai masalah sosial.
Kemiskinan menjadi faktor utama dalam kasus pembuangan bayi ini
(http://www.kilasberita.com/kb-news/kilas-indonesia/16227-bayi-dibuang-
karena-kemiskinan diakses pada tanggal 07 November 2009).



Ditemukannya juga sesosok bayi merah dengan bibir sumbing dalam
keadaan terbungkus kantong plastik hitam ditemukan warga di tong sampah.
Bayi ini ditemukan di perumahan Bekasi Indah Jaya, Mekarsari, Bekasi, Jawa
Barat. Ironisnya tali pusar bayi masih menempel dibadan korban dan dalam
keadaan hidup. Warga menduga bayi dibuang karena orangtuanya tidak bisa
menerima kondisi bayi yang cacat pada bibirnya. Tim medis Rumah Sakit
Umum Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu (15/02/09) malam, melakukan

pertolongan pada sosoR*BaYi" perempuan

Ll

menempel pada tub \
1/patrolif78498/bayi-dibuang-ke=bak-sampah.html

(http://www indosiatseo
diakses pade tangﬁ 9). - 7
AL 8
1 ening@eper

yi S nakin yang diberitakan di
SERGAP RCTI 21@ruari- 097 bahwa b@yang ibuang per Januari-

gil yang baru saja dilahirkan.

Bayi ini ditemuka hidup deéngan tali pusar yang masih

o
sebuahtbak sampah di Bekasi

dibuang-sebuah.html diakses pada tanggal 07 November 2009).

Melihat beberapa kasus diatas, seperti bayi yang dibuang di tong sampah
atau yang ditinggalkan di toilet bahkan anak yang ditelantarkan orang tuanya,
mereka tidak diketahui dimana keberadaan orang tuanya. Dalam
perkembangan saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat
pengangkatan anak (adopsi) berubah menjadi untuk kesejahteraan
(perlindungan) anak, hal ini tercantum pula dalam Undang-Undang tentang
Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa : “Pengangkatan anak (adopsi)
menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan
kesejahteraan anak” (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).



Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia, yang menyatakan : “Setiap anak berhak untuk
memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap
pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”
(Pasal 64 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

: diarsipkan dalam

lembaran yang di nnama Akta@ahira Akta kelahiran ini

PSeS Pencatatan teraca p diri segeorang di mata hukum

memenuhi tanggung jawabnya untuk 7 memberikan perlindungan hukum
terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak yang menyatakan bahwa : ”Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai
identitas diri dan status kewarganegaraan” (Pasal 5 Undang-Undang No. 23
Tahun 2002).

Akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat
penting. Akta kelahiran akan diperlukan bagi anak ketika didaftarkan pada
sebuah sekolah, apabila akta lahir tidak ada, anak tersebut akan kesulitan
untuk terdaftar pada sekolah. Berdasar hal tersebut maka setiap orang tua
harus memiliki kesadaran membuat akta lahir bagi anaknya. Hal lain yang
perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara

hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak. Dalam kasus ketika orangtua



terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan
membantu untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak

orang tua tersebut.

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan
asal usulnya jelas, maka pencatatannya di Kantor Catatan Sipil akan menjadi
mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh

akta kelahiran si anél angkat (Ahmad Kamil dan H.

Anak
mempunyai

anak terseb(t

Survey me hukti

tidak diakui pemerintafl Secara, sah Ak
menjadi korban perdagangan'r . Sementara Ketua Komisi Perlindungan
Anak (KPAI) Masnah Sari mengatakan, tak hanya anak-anak yang banyak
belum punya akta kelahiran. Terjadi karena berbelitnya proses yang harus
dilalui untuk membuat akta kelahiran. Menanggapi hal ini, pemerintah telah
menargetkan pada 2011 seluruh penduduk Indonesia sudah akan memiliki akta
kelahiran. Pemerintah daerah harus ikut terlibat aktif atas pengembangan
sistem pencatatan sipil yang berkelanjutan. Ini penting sebagai patokan dasar
dalam melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia, termasuk yang di
luar negeri (http://www.dradio1034fm.or.id/ cetakartikel.php?id=4646 diakses
pada tanggal 08 November 2009).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan masih ragu-ragu
tercapainya target seluruh anak Indonesia memiliki akta lahir pada 2011.
"Dilihat dari dimensi waktu, untuk mencapai target perlu terobosan, sampai
tahun ini saja belum mencapai 60 persen" ujar Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Meutia Hatta Swasono dalam acara Diskusi Pentingnya Pencatatan
Kelahiran Sebagai Alat Pencegahan dan Perlindungan Eksploitasi Anak di



kantornya Selasa (8/6/09). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007
menunjukkan hanya 42 persen anak di bawah usia lima tahun yang memiliki
akta. Padahal jumlah anak Indonesia (0-18 tahun) berdasar Survei Penduduk
Antar Sensus tahun 2005, sebanyak 77.8 juta
(http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/06/09/brk,20090609-
180963.id. html diakses pada tanggal 08 November 2009).

Pentingnya kegun aktarKeTahiran,, aik untuk anak kandung maupun

anak angkat, Ma Agung Republik Indenesia mengeluarkan Surat

Edaran Mahk ah £ WN@W@ Tahun'

Melengkapi P an An ngan Akta Kelahiran. Tujuan
dlkeluarkana hkamah %gung (SEMA) tersebut
dipersyarn ba@ anak iaj ya untuk diangkat
anak, wajiblnemilikiakta kelafira. g

Cara m
bersangkutan,y
sejak peristiwa “kela
dipenuhi yaitu, surat :
surat pengantar dari ‘Kelu at/nikah/akt

anak tersebut. tSyaratafl tersebut lengkap, pihak-pihak yang
bersangkutan atau dalam hal ini orang tua dari anak yang dilahirkan tersebut
segera mendaftarkan diri ke Kantor Catatan Sipil sesuai wilayah hukum
dimana anak tersebut dilahirkan. Penyelesaian akta kelahiran paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak hari pendaftaran (Victor Situmorang dan Cormentyna
Sitanggang, 1996 : 87).

Pencatatan pengangkatan anak ke Kantor Catatan Sipil, sebelumnya
harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut
dimaksudkan bahwa ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat dari A
dan B sebagai orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat
ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri tentang
Pengangkatan Anak (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 : 121-122).

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak
mempunyai asal usul orang tua yang jelas. Misalnya anak yang diangkat
mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan di tempat pembuangan

sampah, atau di pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang



atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan
harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, atau diangkat dari panti

asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.

Banyaknya kasus yang terjadi mengenai kurang pekanya masyarakat
terhadap pentingnya akta kelahiran dalam pengangkatan anak, penulis merasa

bahwa persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam. Dalam hal ini penulis

Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran™.

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas
dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka
penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta
kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak
dengan Akta Kelahiran?



2. Apa akibat hukumnya apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta
kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian
adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah

dalam menyajikan data akurat dam, dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal

1. Tujuan Ob
s V' .
a. Unt %ﬁ
anak tanpatakta kela
i
(SE

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperdalam dan menambah pemahaman penulis dalam
bidang llmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam hal kewajiban

melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran.

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta
pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah
diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis
dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di
masyarakat.

c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh derajat sarjana
dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
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D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini dalam hasil
penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian
ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian
tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara

lain :

i r ermanfaat bagi pengembangan
ilmu pengetahuan di bid i pada umumnya dan hukum

Kewajiban
Kelahiran.

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam hal kewajiban melengkapi
permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran.

b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
masukkan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait
dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk
memecahkan masalah sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu
yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta

mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.

“Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis adalah

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data
dasar yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik
suatu kesimpulan dalam hubungannya tentang masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka
penelitian ini  bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori
baru (Soerjono Soekanto, 2007: 10).
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Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam
penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif ~ dimaksudkan  untuk
mendiskripsikan tentang jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran
untuk mengetahui tentang keefektifan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan
Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran dengan cara mencari data di

Kantor Catatan Sipil Surakartg

Lokasi Penelitiar

ulis bertujuan untuk
enjadi terarah dan

antor Catatan Sipil

erapa pendekatan penelitian
ilakan mendapatkan informasi
\ sedang dicoba untuk dicari
jawabannya. Pendekatanspentekatandyang digunakan di dalam penelitian
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud, 2008 : 93).

Dalam penelitian, penulis cenderung menggunakan pendekatan
undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Regulasi yang digunakan
dalam penelitian adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2
Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan

Anak dengan Akta Kelahiran.
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5. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan berupa data primer dan data

sekunder, yaitu sebagai berikut:
a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi

penelitian, yaitu wawan€ara dengan salah satu Kepala Bagian di

kantor Catatan Sipil Surakarta yang bérnama Dra. Rita Margareta

elaahan dokumen
penelitian %upa Y

kepustakaan Seper ' karan, majalah, jurnal

sebelumnya, bahan

6. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam

penelitian hukum ini adalah:

a

b.

. Sumber data primer, yaitu pihak yang terkait langsung dengan

permasalahan yang diteliti, yaitu dengan salah satu Kepala Bagian di
kantor Catatan Sipil Surakarta yang bernama Dra. Rita Margareta
Kuncorowati.

Sumber data sekunder ini yaitu data jumlah anak yang memiliki akta
kelahiran di wilayah Surakarta, buku-buku, majalah, artikel, jurnal
hukum, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-
undangan, laporan, media massa, internet dan bahan kepustakaan
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lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat
melengkapi kekurangan sumber data primer.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk
memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang
diambil oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

Walwancata maksud  tertentu.
Percakapan j J ihak, % yaitu pewawancara
(intervie a

an, pertany. danfyang diwawancarai
erview wabés pertanyaan itu (Lexy J.

yang b gan yang berhubungan
dengan poka g dimaksud adalah dengan
salah satu Kepala tor Catatan Sipil Surakarta yang

bernama Dra. Rita Margareta Kuncorowati.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yakni dengan cara
membaca dan mempelajari data jumlah anak yang memiliki akta

kelahiran di wilayah Surakarta.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah teknis
analisa kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive model).
“Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip H.B. Sutopo dalam

proses analisis terdiri dari komponen utama vyaitu reduksi data (data
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reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan
(conclusion drawing )” (H.B. Sutopo, 1988: 34). Ketiga komponen
tersebut dilakukan bersama dengan pengumpulan data, selanjutnya setelah
data terkumpul maka dibuat suatu penarikan kesimpulan (conclusion
drawing) dan verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan® proses sele@ mfokuskan, penyederhanaan, dan

A W A Ui
d

bentuk yang kompak.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dilakukan oleh penulis sendiri, agar menghasilkan
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diadakan
verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti
menggambarkan model analisis interaktif (interactive model) sebagai
berikut:
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PENGUMPULAN
DATA

v

SAJIAN
DATA

REDUKSI

PENARIKAN
KESIMPULAN
VERIFIKASI

Gambar: Analisi 3 KSi ~(H.B. Sutopo, 1988:37).

Ketiga ne aksi n komponen pengumpulan
data sebagai proSessSiklus.: _ prases pengumpulan data, peneliti
membuat reduksi data .-'. sdfian data. Pada proses pengumpulan data
berakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasinya
berdasar pada reduksi dan sajian data yang ada.

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum (skripsi)
maka Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
sebagai berikut:



BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV
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PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum
(skrips).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang meliputi
anak, tinjauan tentang akta

daran Mahkamah Agung

apabila anak yang diankat tidak diketahui Akta Kelahiran
atau tidak mempunyai Akta Kelahiran.

PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak
a. Pengertian Anak

menyatakan bahwa :

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah
kawin”. Apabila sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun menikah,
dan apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka
genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi

dalam kedudukan belum dewasa”.
2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan

bahwa :

18
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“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam
belas) tahun”. Seorang anak apabila tersangkut dalam perkara
pidana Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah atau anak
tersebut dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau
pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau
memerintahkannya supaya diserahkan kepada Pemerintah dengan

tidak dikenakan sesuatu hukuman.

3) Undang-Undang Nomor

‘ takaﬁ%a :
yang%um be

dala

23 Tahun 2002 tentang

sia 18 (delapan

berkembang dan berprtisipsi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Anak adalah orang-orang yang dalam perkara Anak Nakal
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
Pengertian tersebut memberikan dua syarat tentang pengertian
anak, yaitu syarat. pertama anak dibatasi dengan umur antara 8
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(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun. Syarat kedua yaitu si anak belum pernah kawin, maksudnya
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan
kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan
atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak
dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18

(delapan belas) tahun”.

1979 tentang

gapai umur 21 (dua

hun 1974 tentang

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

kekuasaannya”.
Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa :

“Ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak

dicabut dari kekuasaannya:
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Maksudnya, kedua orang tua atau salah satunya dapat dicabut
kekuasaannya terhadap seorang anak apabila melalaikan
kewajibannya dalam mengurus anak atau berkelakuan buruk sekali.
Pencabutan kekuasaan dapat dilakukan atas permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan

‘Dalam hal orang tua yang dicabut

keputusan Pengadilan

asih tetap berkewajiban untuk

7)

; ]
3o bl
=

anusi@yyang Berusia di bawah 18
| enikah) termasuk anak yang

tersebut adalah demi

Konvensi Hak-Hak Anak (The Convention on the Rights of
the Child (CRC)) mendefinisikan tentang anak sebagai berikut:

A child as a human being up to the age of 18. The idea that
children have special needs has now given way to the conviction
that children have the same spectrum of rights as adults: civil and
political, social, cultural and economic. Under the Convention,
children’s right should be implemented without discrimination of
any kind, all action and policies should be guided by the best
interests of the child, the participation of children should always be
sought, and all action should aim at the promotion of the survival
and development of children””(United Nations, 2001 : 56).

b. Kedudukan Anak

Masalah kedudukan anak diatur dalam beberapa ketentuan

Undang-Undang diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab 1X Pasal 42
sampai dengan Pasal 44. Kedudukan anak terbagi menjadi dua, yaitu
anak sah dan anak tidak sah. Pengertian anak sah dan anak tidak sah
tersebut yaitu:

1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan :

1ak yang sah adalah anak%yang dilahirkan dalam atau

a'dua macam anak sah

winan, ada dua

b) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal
ini, istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian
terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi

peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah adalah timbulnya
hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan
hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban
terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan
kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua
terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua (Abdulkadir
Muhammad, 2000 : 95).
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2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan :
“Anak vyang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”. Berdasarkan pasal tersebut maka anak yang dilahirkan

di luar perkawinan adalah anak yang tidak sah.

dari pihak yang

an R 2putusan mengenai sah atau tidaknya
seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, hal ini
diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1) Menurut Identitas Anak

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak :
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“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta
kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal
anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya
tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang

Tahun 2002 tentang

Iahiranéenja tanggung jawab

pelakSafaannya

diselenggarakan

peraturan perundang-undangan.”

Menurut Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak :

“Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara
Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh
kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi
perceraian dari perkawinan campuran tersebut, anak berhak
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untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada
dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam hal
terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dan anak belum
mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan
Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas
permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status

kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.”

c. Pengertian Pengangkatan Anak

) di Indonesia sebagai
jangkat seorang anak

al h ar anak kandung. Pada
ﬁ \F: , pengangkatan
adisi di kalanga oritas masayarakat Arab
stilah ‘‘tabbani” berarti “mengambil anak

Fauz@ 008 :

“anak angkat’, : ) /' disebut “Pengangkatan Anak” dan
istilah terakhir inilahyang kemudian dalam pembahasan selanjutnya
akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak
dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam

lapangan hukum keluarga.

Definisi Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak menyatakan bahwa :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang
mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkat.”
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Pengertian pengangkatan anak menurut beberapa sarjana hukum

yaitu:

1)

2)

3)

Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan dalam bukunya “Hukum

Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”

Pengangkatan anak berarti suatu upaya penyatuan seseorang anak
yang dlketahumya bahwa ia sebagal anak orang Ialn ke dalam

an, pelayanan dalam segala
agai anak nasab-nya sendiri

NEMpunyar*anakgsatall ka dlak mempunyai anak laki-
laki atau‘anak,peremy arwin Prifist, 2003 : 94).

Mahmud SyaltutWangvgigmbil dalam buku “Hukum Perlindungan
dan Pengangkatan Anak di Indonesia” karangan Ahmad Kamil dan
H. M. Fauzan

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik
dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status
“anak kandung” kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua
angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain
sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”,
sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua
angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak
lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua
angkatnya itu (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 96-97).
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4) Surojo Wingjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas
Hukum Adat”

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan
anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedimikian
rupa,sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang
dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti
yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri
(Muderis Zaini, 2006 : 5).

Definisi adops dalam nsiklopedim disebutkan :

an pewaris atau untuk
eranak. Akibat dari

dapat menjamin

: : 7 enurut hukum yang berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Beberapa pengertian mengenai
pengangkatan anak atau adopsi, istilah anak angkat menurut pengertian
kedua Mahmud Syaltut yaitu, mengambil anak orang lain sebagai anak
sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak
memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling
mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum

antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu
Motif Pengangkatan Anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat
Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya.

Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan apabila
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dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi itu
sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak
mungkin mempunyai anak, padahal mereka sangat mendambakan

kehadiran anak dalam keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak,

yang terba' bagi anak dan %kukan )

Sua@ﬂnja n Dari Tiga Segi

ebut disebabkan orang tua si
kepadanya;

4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah
seorang anak perempuan atau sebaliknya;

5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat
mempunyai anak kandung;

6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga;

7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang
layak;

8) Karena unsur kepercayaan;

9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi
yang tidak mempunyai anak kandung;

10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka
diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga
tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;

11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan
menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;

12) Ada juga karena merasa belas kasihan atau nasib si anak yang
seperti tidak terurus;

13) Untuk mempererat-hubungan kekeluargaan;
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14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak
yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk
di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan
panjang umur.

Ter Haar mengatakan bahwa ada beberapa alasan dari perbuatan

pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:

1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan karena rasa takut bahwa
keluarga yang bersantan akan punah (fear of extinction of a

; menmggal tanpa mempuhyai keturunan adan sangat
ear of dying childlessw and

¢ nannya (fe
o v

g 2004)

ah beribadah kepada
bahwa anak angkat

2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyal anak untuk menjaga
dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;

3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka
akan dapat mempunyai anak sendiri;

4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;

5) Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja;

6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
(Djaja S. Meliala, 1982 : 4).

Menurut Kathy S. Stolley dalam jurnal The Future of Children
ADOPTION menyatakan tujuan pengangkatan anak sebagai berikut:

“Adoption is most important for infertile couples seeking
children and children in need of parents. Yet adoption issues also have
consequences for the larger society in such areas as public welfare
and mental health. Additionally, adoption can be framed as a public
health issue, particularly in light of increasing numbers of pediatric
AIDS cases and concerns regarding drug-exposed infants, and
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“boarder” babies available for adoption. Adoption is also often
supported as an alternative to abortion (Kathy S. Stolley, 1993 : Vol. 3
No. 1)”.

Motivasi pengangkatan anak dari beberapa pendapat diatas, dapat
disimpulkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara,
menjaga dan memperlakukan seperti anak sendiri. Motif-motif tersebut

sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari calon orang tua angkat,

karena orang melakukan”pengangkatan anak yaitu untuk memancing

Definisi Anak At gka mefflirut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang
tuanya angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat

sebagai berikut :

Anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari
seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan
sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua
angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang
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tua aslinya. Peristiwva pengangkatan anak merupakan bentuk
perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan
segala konsekuensinya (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008 : 55-
56).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mengenai syarat-syarat
pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13. Pasal 12

ayat (1) Peraturan Pemegimtah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan

a. sehat jasmani dan rohani;

b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun;

c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak kejahatan;

e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

f. tidak merupakan pasangan sejenis;

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang
anak;

h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
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i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
anak;

j. mebuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan
anak;

k. adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat;

I. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,

tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon
anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun.

(3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan
mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:

(@) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat
keterangan dokter/dokter ahli); atau

(b) Belum mempunyai anak; atau

(c) Mempunyai anak kandung seorang; atau

(d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai

anak kandung.
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(4) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-
rendahnya lurah/Kepala Desa setempat.

(5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari
Kepolisian Republik Indonesia.

(6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat

keterangan dokter Pemerintah.

2) Bagi peng
Indonesia
a) Calon orang tua angkat

(1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima)
tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan
mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:

(@) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat
keterangan dokter/dokter ahli); atau

(b) Belum mempunyai anak; atau

(c) Mempunyai anak kandung seorang; atau

(d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai
anak kandung.
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(3) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-
rendahnya lurah/Kepala Desa setempat.

(4) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari
Kepolisian Republik Indonesia.

(5) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat

keterangan dokter Pemerintah.

(1) Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima)
tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan
mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:

(@) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat
keterangan dokter/dokter ahli); atau

(b) Belum mempunyai anak; atau

(c) Mempunyai anak kandung seorang; atau

(d) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai

anak kandung.
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(3) Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial
berdasarkan surat keterangan dari Negara asal pemohon.

(4) Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon.

(5) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari
Kepolisian Republik Indonesia.

(6) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat

keterangan dokter Pemerintah.

b) Calon anak ankat |
(1) Berumur kurang dari 5 (lima) tahun;

(2) Berada dalam asuhan organisasi sosial,

(3) Peresetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada).

c) Laporan sosial.

Laporan sosial adalah suatu dokumen yang memuat keterangan
tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon
orang tua angkat dan calon anak angkat. Laporan yang dibuat oleh
pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh
organisasi meliputi:

1) Calon orang tua angkat:
a) ldentitas.
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b) Keadaan kesehatan jasmani, lingkungan dan mental.
c) Keadaan keluarga.

d) Keadaan ekonomi keluarga.

e) Hubungan sosial.

f) Alasan dan tujuan pengangkatan anak.

g) Kesimpulan dan rekomendasi.

2) Calon anak a

L
ankesehata fisi

apapenjelasan,diatas menggsyara syarat pengangkatan
anak, ‘baik syarat_ané aupun Syarat calon anak angkat ada

gangkatan Anak dengan
¥ Republik  Indonesia  Nomor:
41/HUK/KEP/VI1/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan
Pengangkatan Anak. Perbedaan tersebut terletak pada umur anak yang
akan diangkat dan calon orang tua angkat. Peraturan yang seharusnya
dipatuhi bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat,
sebaiknya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karena merupakan ketentuan
yang baru. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:
41/HUK/KEP/VI11/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan
Pengangkatan Anak tetap masih digunakan sebagai acuan bagi syarat-

syarat yang lain.
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f. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat
hukum terhadap orang tua kandung, orang tua angkat, maupun anak
angkat tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan menurut M. Budiarto
yaitu :

1) Perwalian

: “perwalian, “Eejak, putusan diucapkan oleh
, maka orang tua gkat jadl wali darl anak angkat

adat, hukum Islam
engenai hak waris.
aftinya seseorang bisa
untuk menentukan

3)

angkatter tung Kep
yang parental, Jaw a, pengangkatan anak ‘tidak otomatis
memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua
kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari
orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua
kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak
merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari
keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut
menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan
kedudukan dari bapak angkatnya.
4) Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa
akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali
dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. la tetap
menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut
tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

5) Peraturan Perundang-undangan

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari
pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum
memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang
dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris
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orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka

terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan

karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut

(M. Budiarto, 1991 : 27-28).

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal
23 Juli 1973 Nomor 102 K/Sip/1972, seorang anak angkat dalam
hukum adat berhak mewarisi harta gono gini orang tuanya, sehingga ia
menutup waris para_saudara _orang tua angkatnya. Putusan tersebut

dapat diambil kesimpulan bahwa, anak ahgkat berkedudukan sebagai

Beberapa penjelasan di atas, akibat hukum pengangkatan anak

menurut pandangan penulis yaitu, orang tua angkat ketika sudah
melakukan pengangkatan anak, maka anak angkat tetap mempunyai
hubungan hukum dengan orang tua kandung. Anak angkat akan
mendapat warisan harta gono gini dari orang tua angkatnya, serta
sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Terdapat pengecualian
yaitu, dalam hal perwalian, hubungan anak dengan orang tua kandung

beralih kepada orang tua angkat tersebut.
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2. Tinjauan Tentang Akta Kelahiran
a. Pengertian Akta

Istilah/perkataan “akta” yang dalam bahasa Belanda disebut
“acte”/”’akte” dan yang dalam bahasa Inggris disebut “act”/”’deed”,

pada umunya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu:

1) Perbuatan (handeling)/perbuatan hukum (rechtshandeling); itulah

A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai berikut:

“Suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai
sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan
siapa surat itu diperbuat” (Victor Situmorang dan Cormentyana
Sitanggang, 1996 : 50-51).

b. Macam-Macam Akta

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan

tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan”.
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Dari pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas:

1) Akta Otentik (Authentic Acta)
Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

Untuk mengetahui pejabat umum yang berwenang membuat
akta otentik atau yang di hadapannya dapat dibuat akta otentik,
salah satunya adalah Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, menyatakan

bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini”.

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan

wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki
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tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk
membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh
Undang-Undang Jabatan Notaris. Pejabat umum yang diberi
wewenang oleh Undang-undang untuk membuat akta otentik selain
notaris yaitu pegawai catatan sipil, panitera pengadilan dan

jurusita.

ang mempunyai wewenang

b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal
1277 KUH Perdata);

c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan
konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata);

d) Akta protes wessel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 281 KUH
Dagang) ;

e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).

Pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai
dengan 4 tersebut di atas, notaris berwenang membuatnya bersama-
sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedang

yang disebut pada angka 5, notaris tidak berwenang untuk
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membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil
(Victor Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1996 : 58-59).

2) Akta di bawah tangan (Onderhands Acta)

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh
para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat
pembuat akta, dengn ata lain akta di bawah tangan adalah akta

Kelahiran dikeluark e Iebaga tertentu yang berwenang

ditugaskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlakunya akta kelahiran

seumur hidup bagi si pemilik.

Anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam karena suatu
sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau
anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau
diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara
dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan

menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras,
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golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dari
ketentuan ini jelas bahwa tanpa membedakan status hukum setiap anak
harus dilindungi dan dijamin hak-haknya sesuai dengan hak-hak anak,
termasuk diantaranya adalah hak atas identitas diri berupa akta
kelahiran. Dalam praktek terdapat kesulitan untuk mengurus hak anak

atas identitas dirinya itu. \ aka jika diperhatikan ketentuan Pasal 22

:'_, sekaliytidak me
anak 3 dapat d@prestikan secara hukum
bah l:_ ; anak-de 7. sta@hpapu mempunyai hak atas

keterangan tentang perlstla hukum yang dibuat menurut peraturan
yang berlaku dan disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan
demikian akta kelahiran dapat diartikan surat bukti kelahiran yang
dibuat dan ditandatangani pejabat berwenang, dalam hal ini pejabat
catatan sipil di tempat anak tersebut dilahirkan (Endang Sumiarni,
2006 : Vol. 26 No. 2).

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap
peristiwa kelahiran seseorang. Pada saat ini masih banyak anak
Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran,
secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini
mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah

dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
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“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta
kelahiran yang otentik. Yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta

kelahiran atau alat bukti lainnya”.

‘merupakan satu hak anak, bahkan
i_oleh anak, karena ketika
. Terhadap hak anak

dengan  mencatatkan

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada
instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyatakan bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para orangtua wajib segera
membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Akta kelahiran mempunyai

kedudukan yang sangat penting bagi seorang anak, karena akta
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kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah
memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan

status kewarganegaraan”.

4) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak
waris dari orangtuanya;

5) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak
kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan
eksploitasi seksual;

6) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan,
kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai
warga Negara (http://www.ykai.net/index.php?option

=com_content&view=article&id=343:akta-kelahiran&catid=124
-radio&Itemid=168 diakses pada tanggal 09 November 2009).
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Kegunaan akta kelahiran lainnya adalah:

1) Memastikan anak masuk sekolah pada usia yang tepat

2) Memastikan anak mendapat pelayanan kesehatan dasar

3) Mencegah perekrutan anak menjadi pekerja dibawah umur

4) Mencegah dan melindungi anak dari perkawinan usia muda

5) Untuk memperoleh paspor dan KTP apabila telah cukup umurnya

6) Melindungi anakedarikorbanseksploitasi.

Tahun /& - j _Melen api  Permohonan

mengatutentang@sedu tata cara men

serta menyelesaikandpermohonan pengar

memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat
edaran sebelumnya, yaitu surat edaran mengenai kewajiban permohonan

pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran.

Mahkamah Agung melihat di lapangan bahwa masih ada pengadilan
yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa disertai akta
kelahiran. Alasan serupa juga pernah dipakai Mahkamah Agung untuk
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979
dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983. Pada
saat itu, Mahkamah Agung menilai pemeriksaan di pengadilan negeri
terlalu sumir. Pemeriksaan kelengkapan surat terkesan sebagai formalitas
belaka.
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Mahkamah Agung berpendapat seharusnya hakim mendahulukan
kepentingan si anak, ketimbang kepentingan orang tua. Secara yuridis,
adopsi berpengaruh ke masa depan si anak. Termasuk kemungkinan
kehilangan kewarganegaraan jika yang mengadopsinya adalah orang tua
asing. Kesungguhan, ketulisan dan kerelaan menanggung konsekuensi

hukum itu harus menjadi pertimbangan hakim.

penetapan peng lukan karena isi penetapan
pengadilangt aganci ggir dalam register akta
kelahiranf' Berq?a%\\ al it, Ke ’;; ahkamah Agung meminta
hakim-hakim ti v bandin’ﬁemp hatikan syarat akta
kelahifa y % :

Mahkamah Agu "(SE ‘L{- _" ¢ Tahun 2009 tentang Kewajiban
Melengkapi Permohonan Pengangktan Anak Dengan Akta Kelahiran,
menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun
1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa
anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki
akta kelahiran. Dalam implementasinya dilapangan ternyata masih
terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan

pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran.

Berdasar hal tersebut, maka Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan
Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran menetapkan hal-hal sebagai
berikut:
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a. Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa
berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan
pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta
Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta
Kelahiran terlebih dahulu.

drlukan, karena isi netapan: Pengadilan tersebut akan

ditulis agai register. Akta Kelahiran atau
kutipz Akt% '|ran
=

SEMA No. 2 Tahun 2009 tentang
Kewajiban Melengkapi
Permohonan Pengangkatan Anak
dengan Akta Kelahiran

Pengangkatan Anak Tanpa Akta
Kelahiran

A 4 A 4

Pelaksanaan Akibat Hukum

Keterangan :

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban
memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

berpartisipasi, perlindungan dari tindak ‘kekerasan dan diskriminasi. Negara,
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pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak
dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang
lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Terutama

terhadap anak-anak terlantar dan bayi yang dibuang, yang mana tidak

diketahui keberadaan orang tuanya.

masalah baru, termasuk di

ah yang bersangkutan.
untuk meneruskan
fidak memperoleh
jlkkan bahwa tujuan
atas motivasi untuk

yujudkan perlindungan

usulnya, karena dahulu diabil dalam keadaan mengenaskan, atau karena
dibuang oleh orang tua kandungnya di tempat pembuangan sampah/di pinggir
jalan, permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum
memiliki Akta Kelahiran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam
pembuatan Akta Kelahiran sebagai identitas dari anak angkat tersebut. Karena
Akta Kelahiran merupakan salah satu hak anak. Mahkamah Agung Republik
Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan
Anak dengan Akta Kelahiran. Sehingga anak yang diangkat oleh orang tua

asuh juga diharapkan wajib mempunyai akta kelahiran.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan

memahami bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
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2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan
Akta Kelahiran mengatur pengangkatan anak tanpa akta kelahiran, dan
melihat apakah pelaksanaan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran sudah
sesuai prosedur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2
Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak
dengan Akta Kelahiran, serta akibat hukumnya apabila anak yang diangkat

tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran.




BAB I11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009
Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak

Dengan Akta Kelahiran

Undang No. i Ad iniﬁi Kependudukan pada Pasal
47 ayat (1), € an, Pe iden MNo. 25" Tahun 2008 tentang

mempersyaratkan mengenai eterkaitanna dengan akta kelahiran.

Ketentuan yang mengatur proses pengangkatan anak sampai saat ini
belum ada ketentuan yang baru, secara teknis masih menggunakan ketentuan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang
penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979
tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/V11/1984
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan disamping
itu proses pengangkatan anak juga diatur dalam ketentuan dalam Staatsblad
1917 No. 129 yang berlaku bagi warga Tionghoa.
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Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6
Tahun 1983, proses pengangkatan anak terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu

permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

(WNI), permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing

(WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (intercountry

adoption), dan permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara

4)
5)

Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA)

kuasanya.

Dibubuhi materai secukupnya.

Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri atau ketua Pengadilan Agama. Pemohon
yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan
permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam,
maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama

yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

b. Isi surat permohonan

1)

Dalam bagian dasar hukum permohonan tersebut secara jelas
divaraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan

permohonan pengesahan pengangkatan anak.
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Permohonan pengesahan pengangkatan anak harus diuraikan
secara jelas, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan
dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan
uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat
benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi
masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

Isi petitum bersifat tunggal.

dianut ole caln anak ngkat.

d) Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Syarat bagi calon anak angkat:

a) Dalam hal calon anak berada dalam asuhan suatu yayasan
sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial
bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak
dibidang kegiatan anak.

b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan
sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin
tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk
bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai

anak angkat.
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Pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan setelah semua

syarat terpenuh. Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili

permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara

Indonesia, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung

1)

4)

5)

6)

Calon orang tua angkat (suami, istri, orang yang belum pernah

menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang tersekat

‘ aK“anak orang tua"s
J04al erl j ereka _‘yang menurut hubungan
jap_p @mz;i L g g

ngan c ﬂ g tua“angkat Warga Negara

ang kﬁgtatus osialnya dikemudian

gkat yang telah besar). Bila

ide g pengangke an anak, kalau anak angkat
ndonesia (WNI) tersebut berasal dari
Badan/Yayasan Sosial (bukan private adoption).

Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan
memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial
ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak
angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut berasal dari
Badan/Yayasan Sosial.

Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak
bicara.

Pihak kepolisian setempat.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang

dapat menjadi dasar permohonan maupun pertimbangan putusan

pengadilan antara lain sebagai berikut:
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1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
a) Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh
Bupati atau Walikota setempat.
b) Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan
(surat ijin Departemen Sosial).
2) Akta notaris, surat-surat dibawah tangan (korespodensi-

korespodensi).

melepaskan anak
A anak itu berasal)

yang bersangkutan

tersebut akan ib -akiba dari perbuatan hukum melepas dan

mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.

3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga
(kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara
mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua
angkat tersebut.

4) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak
angkat itu berada.

2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing
(WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
(intercountry adoption)

a. Syarat dan bentuk surat permohonan (bersifat voluntair)
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1) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila
ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada
ketentuan undang-undangnya.

2) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan
atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau

kuasanya.

anak berdasarkan
a digjukan kepada

b.

diuraikan dsr yang mendorong (motif) diajukannya
permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2) Permohonan pengangkatan anak harus diuraikan secara jelas,
terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau
kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing (WNA)
yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang meberikan
kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki
kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat
menjadi lebih baik.

3) Isi petitum bersifat tunggal.

c. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara

Asing (WNA) oleh orang tua Warga Negara Indonesia (WNI)
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1) Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia

(WNI1)/pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) harus
dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin
dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah
diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak,

sehingga pengangkatan anak yang berlangsung dilakukan

a. Asing (WNA) oleh
I) yang tidak terikat
menikah tidak

a) Usia anak harus mencapai 5 (lima) tahun.

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat
yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara
Asing (WNA) yang bersangkutan diijinkan untuk diangkat
sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara

Indonesia (WNI) yang bersangkutan.

Dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan-
permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing
(WNA) oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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a. Pengadilan Negeri mendengar langsung

1)

4)%s

5)

6)

7)

Calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI) (suami
istri) dan orang tua kandung Warga Negara Asing (WNA)
sedapat mungkin juga anggota keluarga yang tersekat lainnya
(anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap
perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan
tua angkat Warga Negara Indonesia (WNI)

dengan calon orang

kehidupan anak untuk

ojabat Instaéi Sosial setempat untuk
iatan pengangkatan anak.

Calon anak akat alau enurut umurnya sudah dapat diajak
bicara.

Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada Pejabat
Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari
pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan
tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing
(WNA) dan/calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia
(WNI).

Pihak kepolisian setempat.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang

dapat menjadi dasar permohonan maupun pertimbangan putusan

pengadilan antara lain sebagai berikut:

1)

Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
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3)
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a) Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditanda tangani oleh
Bupati atau Walikota setempat.

b) Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka
yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akta kelahiran
yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut yang
diketahui olen Kedutaan Besar Republik Indonesia

(KBRI)/perwakilan Republik Indonesia setempat.

orang tua angkat
anak angkat Warga

(termasuk Baan/ ‘ ayasan Sosial dimana anak itu berasal)
ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan
sebagai anak angkat.

Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam
kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak
tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan
mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.

Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga
(kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara
mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua

angkat tersebut.
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4) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang
terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua
angkat Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

5) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar
Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

6) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak

angkat itu berada.

pemeriksaan di perldanga.

4) Dibubuhi materai secukupnya.

5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang
mewilayahi domisili anak Warga Negara Indonesia (WNI)
yang akan diangkat.

Isi surat permohonan

1) Dalam bagian dasar hukum permohonan tersebut secara jelas
diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya
permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2) Permohonan pengangkatan anak harus diuraikan secara jelas,
terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau

kepentingan calon anak ‘angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
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yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang meberikan
kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki
kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat
menjadi lebih baik.

3) Isi petitum bersifat tunggal.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara

Indonesia (WNI) oleh orang tua Warga Negara Asing (WNA)

bﬁjﬁn&gntu ebagai berikut:
erdo a tetap di Indonesia
b)%[s diser =_

gg\ditu Juk

dari Depremn Sosal bahwa yayasan tersebut telah

diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak,
sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia
(WNI) yang langsung dilakukan antara orang tua kandung
Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang tua angkat
Warga Negara Asing (WNA) (private adoption) tidak
diperbolehkan.

d) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh
seorang Warga Negara Asing (WNA) yang tidak terikat
dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak
diperbolehkan.

e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang

dianut oleh calon anak angkat.
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4)

5)

62

f) Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI)

yang diangkat:
a) Usia calon anak harus belum mencapai umur 5 (lima)
tahun.

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat

istri) dan oran§ tua'kénd g Warga Negara Indonesia (WNI).

Badan atau Yayasan Sosial yang telah mendapat ijin dari
Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk
bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan
memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial
ekonomi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat Warga
Negara Asing (WNA) .

Calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI) kalau
menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

Petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada Pejabat

Imigrasi di suatu.  daerah, petugas/pejabat tertentu dari
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pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan
tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Indonesia
(WNI) dan/calon orang tua angkat Warga Negara Asing
(WNA).

Pihak kepolisian setempat.

. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang

dapat menjadi dasar p

5)

rmohonan maupun pertimbangan putusan

3 a h|r yang ditanda tangani oleh
r :

ang calon orang tua angkat
_ (WNA) te asuk bahwa calon orang tua
angkat Warga Negra Asing (WNA) tersebut telah berada dan
bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI)
tersebut.

Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat Warga
Negara Asing (WNA) :

a) Surat nikah calon orang tua angkat.

b) Surat lahir mereka.

c) Surat keterangan kesehatan.

d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua

angkat (suami istri).
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4)

5)
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e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi
Indonesia dan instansi yang berwenang dari negara asal
calon orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA).

f) Surat pernyataan calon orang tua angkat Warga Negara
Asing (WNA) bahwa mereka tetap berhubungan dengan
Departemen Luar Negeri/Perwakilan Republik Indonesia

setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh

di persidangan
arnya tentang latar
n melepaskan anak

NI),  termasuk

tersebut akan ib -akiba dari perbuatan hukum melepas dan
mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut
kepada kedua belah pihak.

Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga
(kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara
mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua
angkat tersebut.

Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang
terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua
angkat Warga Negara Asing (WNA) tersebut.

Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar

Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.
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6) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon anak
angkat Warga Negara Indonesia (WNI) itu berada.

Salah satu syarat pengangkatan anak yaitu memperoleh ijin untuk dapat
melakukan pengangkatan anak. Prosedur memperoleh ijin melakukan
pengangkatan anak diatur dalam Surat Keputusan Meneteri Sosial Republik
Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VI11/1984 tentang Petunjuk Pelaksaan

4 oleh ijin untuk dapat melakukan

F 3
S

ara Indonesia (WNI)

_ 1iS di kertas bermaterai cukup.
2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
3) Memenuhi persyaratan.

b. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial
dimana calon anak angkat tersebut berada.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dalam
mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan
sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:

1) Pemerintah Daerah.

2) Kepolisian.

3) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
4) Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
5) Kantor Wilayah Departemen Agama.
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6) Organisasi Sosial.

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berdasarkan
hasil penelitian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan
jawaban tertulis.

2. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Orang Tua
Angkat Warga Negarasindonesias(AL

a. Permohgnan ijin diajukan 4 kepada’ Kepala Kantor Wilayah
i tentlian sebagai berikut:
aterai cukup.

ai dengan peraturan

sebuah tim yang

2) Departemen Keéhak
3) Departemen Dalam Negeri.
4) Departemen Luar Negeri.
5) Departemen Kesehatan.
6) Kepolisian.
7) Departemen Agama.
8) Organisasi Sosial.

c. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.
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3. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Orang Tua
Angkat Warga Negara Asing (WNA)
a. Permohonan ijin diajukan kepada Menteri Sosial setempat dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup.
2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

6) Kepolisian.
7) Departemen Agama.
8) Organisasi Sosial.

d. Menteri Sosial/pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penelitian
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya

permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

Proses pengangkatan anak, selain dari Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 6 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Meneteri Sosial Republik
Indonesia Nomor: 41/HUK/KEP/VI11/1984 tentang Petunjuk Pelaksaan
Perijinan Pengangkatan Anak, juga berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917
No. 129 yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Staatsblad 1917 No.
129 Pasal 8 menyatakan bahwa:
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“Untuk pengangkatan anak diharuskan untuk adanya:

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi.

2. a. Dalam hal yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan
dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari
suami atau istri yang masih hidup dengan pengecualian dari ibunya
yang kawin lagi, dalam hal ini demikian juga jika kedua orang tuanya

telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang

belas) tahun. b &
4. Dalam hal adopsi oleh sran jand, persetujuan dari kakak-kakak yang
telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, dan
jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat
tinggal di Indonesia, dari dua orang diantara keluarga laki-laki terdekat
yang sudah dewasa dari garis bapak dan garis suami yang telah meninggal

dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia”.
Pasal 9 Staatsblad 1917 No. 129 menyatakan bahwa:

(1) Persetujuan dari orang-orang tersebut pada nomor 4 Pasal dimuka, asal
bukan ayah atau wali dari orang yang diadopsi, dapat diganti dengan surat
kuasa dari Raad Van Justitie, dalam daerah hukum mana si janda yang
ingin mengadopsi bertempat tinggal, jika persetujuan itu tidak diperoleh,
juga jika keluarga seperti dimaksud pada akhir ketentuan itu tidak ada.
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(2) Atas permohonan janda itu, Raad Van Justitie akan memutuskan suami
bentuk acara tertentu dan tanpa sarana hukum untuk naik lebih tinggi,
sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup orang-orang yang
persetujuannya diharuskan dan orang-orang lain yang menurut Raad Van
Justitie dipandang perlu.

(3) Bila orang-orang yang akan didengar bertempat tinggal di luar daerah

dimana Raad Van Justitie hersidang, maka Raad Van Justitie dapat

kuasanya dengan suatu akta notaris khusus.

(3) Orang-orang tersebut pada nomor 4 Pasal 8 kecuali mereka yang
memberikan adopsi sebagai ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi,
dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya
dengan suatu akta notaris keadaan mana harus disebut dalam akta adopsi.

(4) Setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar adopsi itu dicatat
pada bagian pinggir (margin) dari akta kelahiran yang diadopsi.

(5) Akan tetapi tidak adanya catatan dari suatu adopsi pada bagian pinggir
(margin) dari akta kelahiran tidak dapat dipergunakan terhadap anak yang

diadospi untuk membantah kedudukan yang telah diperolehnya.
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Syarat proses pengangkatan anak yang sudah dijelaskan secara rinci
berdasarkan ketentuan yang berlaku dianggap masih kurang oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan belum ada syarat tentang
dicantumkannya akta kelahiran dalam permohonan pengangkatan anak, dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 bahwa proses
pengangkatan anak harus disertakan akta kelahiran dari anak yang diangkat.
Hal tersebut bertujuan demi kepentingan yuridis dari anak angkat, juga
trasi kependUduka

merupakan tertib a al tersebut merujuk pada

at (1), (2), (3) dan
atan dan Tata Cara
ayat (2).

ntang Administrasi
perdasarkan penetapan

.Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya

salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk”.
Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa:.

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan
Kutipan Akta Kelahiran”.
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Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 87 ayat (2)

menyatakan bahwa:

“Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;

b. Kutipan akta kelahi
c. KTP pemohon;

d. KK pemo
Jumlah/data bali iki akta kelahiran di wilayah
Surakarta
Kecamata umlah Balita
Laweyan 5.044 jiwa
Serengan 2.682 jiwa
Pasar Kliwon 4.661 jiwa
Jebres 8.086 jiwa
Banjarsari 8.517 jiwa , 9.312 jiwa
Jumlah 27.350 jiwa 91,8% 29.785 jiwa

Jumlah data anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran di

Surakarta
Kecamatan Punya ,'Akta Prosentase (%) Jumlah Anak
Kelahiran

Laweyan 20.443 jiwa 81% 25.443 jiwa

Serangan 10.707 jiwa 79% 13.553 jiwa

Pasar Kliwon 18.628 jiwa 80% 23.285 jiwa

Jebres 30.756 jiwa 80,1% 38.397 jiwa

Banjarsari 37.968 jiwa 79,8% 47.579 jiwa
Jumlah 118.576 jiwa 79,98% 148.257 jiwa
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Dari data di atas diketahui masih ada anak yang belum memiliki akta
kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Catatan Sipil
persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yaitu :

1. Mengisi formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran diketahui Lurah
dan Camat.
2. Melampirkan:

Surat Keterangan Lahir dari Lurah.

a
b.

C.

o

Urusan Agama, 1 Peng an A
3. Melakukan pencatatan data balita melalui formulir biodata anak
berdasarkan kepemilikan akta kelahiran.
4. Penuntasan akta kelahiran kerjasama dengan PKK Kota Surakarta.
5. Penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA).

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang
kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka
pencatatannya di Kantor Catatan Sipil akan menjadi mudah dan tidak
mengalami kendala. Dalam hal anak yang akan diangkat diambil dari
yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan
kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan
akta lahir. Orang tua angkat dapat mengajukan permohonan ““catatan pinggir”
pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut ke Kantor
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Catatan Sipil setelah ada penetapan dari pengadilan. Dalam akta tersebut
dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat dan didalam tambahan itu

disebutkan pula nama calon orang tua angkat.

Seorang anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas
usulnya, karena dahulu diambil dalam keadaan mengenaskan, atau karena
dibuang oleh orang tua kandungnya di tempat pembuangan sampah, atau di
pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh
orang tua kandungnya yang tidakap rtangung Jawab dengan harapan dapat

anak tersebut kemudlan
k kandungnya sendiri,

maka seharu$ terseBut melaporkan kasus
penemuan bha U _Ke K a0, | kan membuatkan surat
keterangan Tan bayi da dengan hukum yang

berlaku. - -iT'Fv

tentang K&y ajlbarw&en i gangkatan Anak Dengan
Akta Kelahi mak 1 hkelahira ngangkatan anak sangat
diwajibkan. ‘"‘ffjﬁ.__ h' aktd Kelahirapsapabila fasal usul anak yang
diangkat tidak jelas, yaftu dent Keteranga i pthak kepolisian, maka
orang yang menemukan bay I i an perMmohonan pencatatan ke
Kantor Catatan pil unttikesdikeludrkan, akta kelahirannya. Langkah

pengadilan di wilayah o meW|Iayah| domisili pemohon
(Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008 : 86-87).

Penetapan pengadilan sudah dikeluarkan, maka orang tua angkat, dengan
membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud, mengajukan permohonan
catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat
yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk. Pada Bagian ke-6 (keenam) Surat Mendagri tersebut,
ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan
Pasal 24.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 23 ayat (1)
menyatakan bahwa:
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“Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib
dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada kepala daerah setempah
dengan melampirkan data penetapan pengadilan negeri (atau pengadilan
agama bagi yang beragama Islam) tentang pengangkatan anak, akta kelahiran
dari anak yang bersangkutan; dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing
(WNA)".

Keputusan

Pedoman Pepyele Pasal 23 ayat (2)

yang dilaksanakan di luar wajit dilaporkan kepada kepala daeran

setempat setelah kembali ke Indonesia”.

Penjelasan mengenai kalimat “...Kepala Daerah setempat...” dalam
konteks pelaporan pencatatan pengangkatan anak, karena telah menimbulkan
banyak penafsiran. Siapa yang dimaksud dengan Kepala Daerah tersebut,
apakah Kantor Dinas Kependudukan, atau Kantor Catatan Sipil. Kaitannya
dengan pencatatan terhadap anak angkat yang sudah mempunyai penetapan
pengadilan, maka salah satu tafsirnya adalah dilaporkan ke Kantor Catatan
Sipil untuk diberikan catatan pinggir pada pinggir kutipan akta kelahiran anak

angkat tersebut.
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B. Akibat Hukum Apabila Anak yang Diangkat Tidak Diketahui Akta
Kelahiran atau Tidak Mempunyai Akta Kelahiran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akibat hukum apabila anak yang
diangkat tidak diketahui akta kelahiran atau tidak mempunyai akta kelahiran
dapat dibedakan dari beberapa segi akibat hukum. Akibat hukum
pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjadl pada

surat keterangan untuk dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan

akta kelahiran. Status hukum anak angkat dengan orang tua

kandungnya menjadi hilang atau hapus.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak
Dengan Akta Kelahiran, status hukum anak angkat dengan orang tua
kandung adalah sebagai anak sah. Status hukum anak angkat dengan
orang tua kandung menjadi hilang atau hapus apabila telah dilakukan
pengangkatan anak dengan orang tua angkat. Hal ini disebabkan status

hukum anak angkat menjadi anak sah dari orang tua angkat.
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2. Kedudukan anak dan orang tua
Menurut R. Soepomo dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum
Adat”, menjelaskan mengenai kedudukan anak dan akibat hukum
pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat, terutama yang

terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sunda bahwa:

Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan
anak angkat yang dllaku p.di daerah- daerah dlmana setlap keluarga

hukum adat’@rJawa. D, J
hubungan per@ﬁn darah dengar
; i anak  kandung untuk

meneruskan kefUfunan, : | a, dan sama sekali tidak

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak
Dengan Akta Kelahiran, kedudukan anak angkat dengan orang tua
kandung adalah anak yang sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

akibat perkawinan yang sah”.

Kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung tetap terjalin
dan tidak terputus walaupun anak tersebut telah diangkat oleh orang

tua angkat. Seorang anak angkat dapat berkedudukan sebagai anak sah
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dari orang tua angkat berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri
setempat dalam permohonan pengangkatan anak.

. Hubungan orang tua dan anak
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pada Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa:

akgSebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat terbatas
sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang
diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan nasab.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2
Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan
Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, hubungan orang tua
kandung dengan anak angkat adalah tidak terpisahkan. Anak angkat
memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkat dan orang tua
kandung.
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4. \Warisan

Berdasarkan hukum adat, sistem hukum adat di Jawa memberikan
pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris di kemudian hari dengan
istilah “Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”.
Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua

kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan

menurut sistem.h nadatedissl=ampung Utara, adat menyatakan

ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai

nama dari ayah kandungnya.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak
Dengan Akta Kelahiran, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua
kandung dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan ahli waris dari
orang tua kandung karena hubungan hukum anak angkat dengan orang
tua kandung tetap terjalin dan tidak dapat terpisahkan, sedangkan
dengan orang tua angkat juga merupakan ahli waris tetapi hanya

mendapat harta gono gini dari orang tua angkat.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian mengenai kajian yuridis pengangkatan anak atas anak tanpa
akta kelahiran menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun
2009 tentang Kewaji Melengka i ermohonan Pengangkatan Anak

| | 7 ang tua angkat adalah
mengajukan pe w gkatanyan; ' ke pengadilan di wilayah
hukum pengadilan  yang P racwils ahi domisili pemohon. Penetapan
pengadilan sudah dikeluarkan, maka orang tua angkat, dengan membawa
salinan penetapan pengadilan dimaksud, mengajukan permohonan catatan
pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang
bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk. Pada Bagian ke-6 (keenam) Surat Mendagri
tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu
Pasal 23 dan Pasal 24. Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 menyatakan bahwa
pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari instansi
berwenang wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat. Pelaporan
pengangkatan anak dicatat untuk memberikan catatan pinggir pada akta

kelahiran anak angkat. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia

79
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(WNI) yang dilakukan ke luar negeri, apabila telah kembali ke Indonesia
wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat.
2. Akibat hukum apabila anak yang diangkat tidak diketahui akta kelahiran
atau tidak mempunyai akta kelahiran, yaitu sebagai berikut:
a. Status hukum
Status hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah

sebagai anak sah. Status, hukum anak angkat dengan orang tua

3 / ’a,’f’._.} Anak Dengan Akta Kelahiran,
A4 is
y L

memutuskan hak-haya enganorang tua kandung. Menurut Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang
Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta
Kelahiran, kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung adalah
anak yang sah. Seorang anak angkat yang telah diangkat oleh orang tua
angkat, maka kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung tetap
terjalin dan tidak terputus, sedangkan dengan orang tua angkat
berkedudukan sebagai anak sah berdasarkan penetapan dari Pengadilan
Negeri setempat dalam permohonan pengangkatan anak.

c. Hubungan orang tua dan anak
Menurut perundang-undangan hubungan orang tua kandung dengan
anak angkat tidak terpisahkan. Menurut hukum adat Jawa, juga

mengatur bahwa anak angkat tidak terputus hubungannya dengan
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orang tua kandung. Dalam hukum Barat terdapat perbedaan yaitu
hubungan anak angkat dengan orang tua kandung terputus. Menurut
Hukum Islam terdapat aturan tersendiri yaitu hubungan hukum antara
orang tua angkat dan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara
orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak
menciptakan nasab. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi

emberikan pepatah

hari dengan istilah

mihal hg '_ waris d@mudi

dari duajfsumber air sumur”.

) entry Islam, tidak mengatur
mengenai warisan teadp anak angkat. Anak angkat tetap menjadi
ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai
nama dari ayah kandungnya. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi
Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, anak angkat

menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan orang tua angkat.
B. Saran

Berdasarkan penelitian dan setelah penulis mempelajari mengenai
adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2009 tentang
Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta
Kelahiran maka penulis akan mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai
berikut:
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1. Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang terkait dengan akta kelahiran
wajib mensosialisasikan mengenai kewajiban adanya akta kelahiran dalam
permohonan pengangkatan anak.

2. Majelis Hakim wajib memperhatikan syarat-syarat yang telah diajukan
pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Syarat yang
wajib diperhatikan yaitu mengenai adanya akta kelahiran anak yang akan

diangkat.




